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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, baik 

melalui metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi, maka 

kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian diperoleh data dalam Implementasi Kebijakan 

Penggunaan Aplikasi Naskah Dinas elektronik di lingkungan Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (Studi Kasus Pada Pengagendaan 

Naskah Dinas Berbasis Sistem Informasi di Biro Umum) sudah berjalan 

dengan baik tapi belum optimal karena masih terlihat beberapa kendala 

yang masih menjadi penghambat terciptanya produktivitas kerja 

organisasi yang diharapkan. Faktor yang menjadi penghambat antara lain: 

a. Sarana Prasarana penunjang kerja seperti scanner, komputer dan 

printer yang masih tidak terakomodir dengan baik sehinggan 

pelaksanaan Nadine dapat terus berjalan optimal. 

b. Masih adanya unit kerja yang tidak mempunyai kualitas internet yang   

baik yang mendukung Kinerja pegawai agar aplikasi Nadine dapat 

Optimal. 

c. Peningkatan literasi Sumber Daya manusia untuk meningkatkan 

kemampuan dalam pengunaan Aplikasi Nadine sehingga pelaksana 

dapat memahamidan mengoperasikan aplikasi Nadine.  

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Implementasi 

Kebijakan Penggunaan Aplikasi Naskah Dinas elektronik di lingkungan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu: 
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a. Pada aspek sarana prasarana disarankan perlu adanya perencanaan 

anggaran dalam menopang kebutuhan pengadaan sarana dan 

prasarana. Perlu adanya perencanaan satu tahun sebelumnya agar 

tahun yang kedepan kebutuhan anggaran dalam penerapan Nadine 

sudah terpenuhi, baik kebutuhan komputer, scanner dan printer untuk 

anggaran pengadaannya sudah ada, perlu juga pengadaan yang sudah 

siap pakai dalam hal ini cadangan agar jika sewaktu waktu bila ada 

kerusakan bisa langsung diganti dengan yang baru, mengingat 

komunikasi kedinasan ini harus terus berjalan. 

b. Biro Umum dan Pusadatin disarankan duduk bareng juga untuk 

mencari pemecahan masalah untuk peningkatan jaringan internet unit 

unit yang ada di daerah yang masih kekurangan jaringan internet yang 

kuat,dengan melibatkan juga unit terkait, disini perlu dibicarakan 

kebutuhan anggaran untuk pembangunan jaringan internet tersebut, 

Untuk komunikasi kedinasan sementara bisa menggunakan teknologi 

lain seperti HP, Email, Whatsapp dan yang lainnya. 

c. Biro Umum dan Pusdatin disarankan bekerja sama dalam 

meningkatkan kompetensi pegawai dengan cara mengadakan 

sosisalisasi mengenai penerapan dan pengembangan aplikasi Nadine. 

Biro umum selaku Pembina aplikasi Nadine dibawah Tata usaha 

Menteri terus melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai dengan 

bekerja sama juga dengan Pusat pelatihan dan Pembinaan Aparatur 

dengan mengadakan Pendidikan dan pelatihan pegawai berupa Diklat 

Penggunaann Aplikasi Nadine di Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral  dalam hal ini Pendidikan atau pelatihan penerapan dan 

pengembangan aplikasi Nadine untuk pegawai ataupun untuk calon 

pegawai negeri sipil yang nantinya juga membantu administrasi 

persuratan kedinasan di Organisasi. 
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B. Saran  

Berdasarkan kendala-kendala diatas, tentunya upaya pengoptimalan 

Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Naskah Dinas elektronik di 

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maka penulis 

memberikan masukan rekomendasi yaitu: 

1. Perencanaan anggaran yang optimal sesuai kebutuhan organisasi dengan 

mengacu dengan jumlah pegawai yang ada untuk menunjang sarana dan 

prasarana penerapan aplikasi Nadine supaya komunikasi kedinasan dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan perencanaan anggaran yang 

baik maka penerapan organisasi Nadine dapat menunjang produktivitas 

kerja yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi Biro Umum. 

2. Penguatan Kerjasama antara Biro Umum, Pusat Data dan Informasi dan 

Pusat Pelatihan Sumber daya Manusia Aparatur untuk bersinergi untuk 

menciptakan pegawai atau ASN yang handal dalam menjawab Teknologi 

terkini. Dengan mengadakan diklat – diklat dan sosialisasi penggunaan 

Nadine di Kemeneterian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada 

pegawai atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum pernah mengikuti 

diklat diklat dan Sosialisasi Nadine. 

3. Perlu rekrutmen calon  pegawai pada kebutuhan pegawai pada penerimaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang Pendidikan kearsipan 

disetiap bagian organisasi, aplikasi Nadine ini memamng berbasis 

teknologi yang mana bentuk arsip surat hampir semua berbentuk digital 

namun tidak lepas juga dengan bentuk fisik surat yang sudah di scan 

tentunya harus mempunyai perlakuan khusus juga sebagai bentuk surat asli 

agar tersimpan dengan baik dan aman, agar dapat ditemukan kembali 

dengan cepat mudah apabila suatu saat dibutuhkan organisasi. 
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